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Berikut ini penulis akan menjabarkan secara teoritis dari berbagai sumber yang
dlruugx mengenai perhitungan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku di Indonesia. Teori ini menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap
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§ (ﬁnaﬁg para Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,
o d@n ngelaporkan pajaknya sendiri.
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© § 2 Perusahaan dalam hal ini sebagai Wajib Pajak harus dapat melakukan perhitungan
53 3
= ]
il Jakaya dengan benar dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun karena
x Q
* 8 5
< —
“Cia%anyga perbedaan konsep antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan,
5 -
5. perhlgrmgan perpajakan perusahaan dapat menjadi tidak sesuai dengan peraturan pajak yang
3
Bb
3
]
=}
iy
-}
c
3
)
-}
o
Q
=}
-3
@D
-2

perhg:mgan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
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ngertian Pajak

P. J. A. Adriani (dalam Waluyo, 2011:2) berpendapat bahwa Pajak adalah iuran

@iojuj u

ggsung kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

r%mbayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,
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yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk pengeluaran-pengeluaran
L@m berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

did yeH

o

Pérpajakan Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib

7\_
Hpw

ada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
unakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai

O o
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kut:
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a.3 Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya

dapat dipaksakan.

O
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Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual

. oleh pemerintah.

A

cg' Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

D

dZ Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
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@ Pajak (dalam Mardiasmo, 2011:5) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a.é Menurut golongan

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan
pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
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Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya
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yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan

dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
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2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya,
tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

Bangunan, dan Bea Materai.
2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan,
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Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

n

a.= Tarif Marginal
Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai

contoh, tarif Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

3. T%rif Pajak
% §' Tarif pajak (dalam Waluyo, 2011:17) adalah tarif untuk menghitung besarnya
%;- pijék terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam
§ pésntase. Dalam Pajak Penghasilan presentase tarifnya dapat dibedakan menjadi
%ﬁ b%erapa tarif sebagai berikut:

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

tentang Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi bahwa tarif marginal untuk

setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi O sampai dengan Rp
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50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan Penghasilan Kena

Pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif
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marginal 15% dan seterusnya.

Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar
pengenaan pajak tertentu. Sebagai contoh, apabila Penghasilan Kena Pajak Wajib

Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.000,00, maka Pajak Penghasilan terutang
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dihitung sebagai berikut:

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
Total = Rp 10.000.000.00
11
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Tarif efektif = (Rp 10.000.000,00 / Rp 100.000.000,00) x 100%
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=10%

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4

%dp eH @

cam tarif, sebagai berikut:
a % Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah
berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarlf Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar
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apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh,

- tarif Pajak Penghasilan tahun 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak
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. Orang Pribadi yaitu:

1) sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5%
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2) di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 tarifnya 15%
3) diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 tarifnya 25%
4) diatas Rp 500.000.000,00 tarifnya 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga yaitu :
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1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

2) Tarif progresif tetap . kenaikan persentase tetap

= 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
12
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c. Tarif Pajak Degresif

@Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila

:;:’:: jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

dg Tarif Pajak Tetap

% Tarif pajak tetap adalah tarif yang berjumlah tetap (sama besarnya) terhadap berapa
; pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak
% yang terhutang adalah tetap. Contoh: tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro
g dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

&

Bg_sarnya Tarif Pajak Badan Dalam Negeri

g Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan,
b%arnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi

jib Pajak Badan Dalam Negeri adalah sebesar 25%.

D ueny >§'\)i

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling
se'_éikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5%

I%ih rendah daripada tarif yang berlaku.

qai1m

Rénhgurangan Tarif Pajak Badan

Khusus Wajib Pajak Badan diberikan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif

ep siu

@ak sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ju

RBngaturan yang dimaksud ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang

wii

memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas

13
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berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

e(@ (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian

1w eadi

a.

3

1Isul) OX 191

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad
sig 1n}

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e
Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

1)

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

(319 uey YIMy exRWIOU] UEP S

2)

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

uepj JIm) exljewsioju] uep siusig 3mpisuj

p%iedaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.
Sebagai contoh:

PT X tahun pajak 2011 memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto sebesar Rp
4.700.000.000,00 dan Penghasilan Kena Pajak nya Rp 600.000.000,00. Karena
peredaran bruto masih dibawah atau kurang dari Rp 4.800.000.000,00 Pajak
Penghasilan Terutang = 50% x 25% (Rp 600.000.000,00) = Rp 75.000.000,00.

b; Peredaran usaha PT Y tahun pajak 2011 sebesar Rp 40.000.000.000,00 dan diperoleh
Penghasilan Kena Pajak Rp 4.500.000.000,00. Tata cara perhitungan PPh Terutang

sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh
fasilitas:

(4.800.000.000 / 40.000.000.000) x Rp 4.500.000.000,00 = Rp
540.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapat
fasilitas:

(Rp 40.000.000.000,00 — Rp 540.000.000,00) = Rp 39.460.000.000,00

Jadi, PPh Terutang PT Y:

(50% x 25% x Rp 540.000.000,00) + (25% x Rp 39.460.000.000,00) = Rp

9.932.500.000,00

14
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Hapusnya Utang Pajak

I-@usnya utang pajak (dalam Waluyo, 2011:19) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Q

AeH

a.
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Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayara pajak

yang dilakukan ke kas negara.

Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang

di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib

Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan

pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan

dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi

kompensasi pembayaran.

Daluwarsa

ini dikenal dengan

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

Sedangkan penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang

menjadi dasar pembukuan dan pencatata Wajib Pajak, masa daluwarsanya tetap 10

tahun.

Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan.

Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap

sanksi administrasi.

15
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@Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya

T
o % karena keadaan Wajib Pajak, misalnya: keadaan keuangan Wajib Pajak.

355 %

g2 o

$E53z 2

5 > > Jénis pajak

5 = o

L = o —

;g g Z  Pengenaan pajak di Indonesia (dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A
o > = &

@%] §L dan Brevet B Terpadu, 2011:10) dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
S S a =

% 2 § P&ak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini
) = @

% ; a sé)agian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak
T @ S o

% & § Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi
5 2 @ 5

(o] =h

5 m§upun Kabupaten atau Kota, contohnya: Pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak
3 5

© reklame, pajak air, dIl.

X

®

ak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

U
A W

ag' Pajak Penghasilan (PPh)

(Cl}o)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau penghasilan
yang diterima atau diperoleh dalama suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan
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demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,
hadiah, dan lain sebagainya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah

Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
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Undang-undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku
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(@mulai tahun 1984

b.:;:’:: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang
mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada
dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
kecuali ditentukan oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar
10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean adalah

wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad
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diatasnya. Dasar hukum pengenaan PPN adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.42 Tahun 20009.

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

Undang-undang PPN berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

(319 Ueny YIMmy ex13eWIOU| URP SIUSIg 3N3AsU]) DX 191 YW exd

Selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong
mewabh, juga dikenakan PPnBM. Dasar hukum pengenaan PPnBM adalah Undang-
undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
No.42 Tahun 2009. Undang-undang PPnBM berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Bea Materai

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian,
akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat

jumlah uang atau nominal diatas jumla tertentu sesuai dengan ketentuan. Dasar
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@undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

AeH

e.* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau
bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi
penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun
Kabupaten Kota. Dasar hukum pengenaan PBB adalah Undang-undang No.12 Tahun
1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Undang-

undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

—h
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah
Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. Dasar
hukum pengenaan BPHTB adalah Undang-undang No.21 Tahun 1997 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.20 Tahun 2000. Undang-undang

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

z BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.
;I
S
-
w - -
8. gbjek Pajak
: Subjek pajak (dalam Waluyo, 2011:99) adalah orang atau badan atau pihak yang
o)
(H_uju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang
=

B

adi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha,

agai berikut:
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a. Orang pribadi

@Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia
ataupun di luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti
menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum
terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajaka atas
penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah
sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

(@]
(319 ueny IMY eX1IRWIOU| URP SIUSIg 3N3ISU]) DX 191 YW eadid dey

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga,dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan
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9.

kegiatan di Indoensia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak
@tersendiri terpisah dari badan.

T
B&rdasarkan lokasi geografis, subjek pajak badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1D

',?,.
a.o

Subjek pajak dalam negeri

qiw

: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
b= Subjek pajak luar negeri
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang

memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT maupun

=,
o
QD

~

p stusig Ininsul) o)y 191

e

ng bukan merupakan subjek pajak badan sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Pajak

o

ghasilan yaitu:

NIy e;’ueugo;m

Badan perwakilan negara asing.

O

. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan,dengan syarat:

(319 ueny

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal

dari iuran para anggota.

[ES1usig ymasu|

jek Pajak
Objek pajak (dalam Waluyo, 2011:109) dapat diartikan sebagai sasaran
genaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh

lah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokan menjadi:
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a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji,
@honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara,

dan sebagainya.

(=2

Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta bergerak maupun harta

()

tidak bergerak seperti bunga, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak

dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

o

Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan, objek PPh Badan yang

tidak dikenakan PPh bersifat final antara lain adalah:

Mirewgoju| uep siusig In3sul) DX g1 11w eadid seH

= Laba usaha.

o))

b.=. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

M imy e

c.g' Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

D

dZ Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang.

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Uepsjusig amnsu)

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan

pembayaran tambahan pengembalian pajak.

uepj YIM) exnewIou|

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
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J. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertenu yang
@ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

T
k3 Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

eydn

I.& Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

- Premi asuransi termasuk premi reasuransi.

§|||u1

n= luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

) DX 191

S5 WajibPajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

nins

0.~ Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

ge)

2.
D
o)

p.3 Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-udang yang mengatur

o)

D ueny] YIMY exileuwiiojul’uep siusig

" mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
r.=. Surplus Bank Indonesia.

Ol%.ek PPh Badan yang dikenakan pajak final adalah:

Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi
orang pribadi.

Penghasilan berupa hadiah undian.

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

Penghasilan dari transaksi penghalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
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e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
(©)Pemerintah.

Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan, beberapa

YeH

din

péhghasilan yang bukan merupakan objek pajak bagi Wajib Pajak Badan adalah:

job)
Aljiw &)

= bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima
oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga

siusig 3nisuj) ox 19l

. keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

b.

* harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial

. sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara

M YIM) eM13ew.oju] uep

uel

pemberi dan penerima.

D

C.E"; harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal.

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
Waijib Pajak dalam negeri.

penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
beruapa iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai dan
penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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@modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi.

penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian
laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan

di Indonesia.

=

(319 ueny IMy eX1IRWIOU| URP SIusig 3N3sUI) DX 191 YW Badid Sey

bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak

dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka
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waktu 4 tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial
kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

10. I%ductible Expense dan Non Deductible Expense
;I
ﬁsuai pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, pengeluaran

w
yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah:

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya
pembeliaan bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
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bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi,
@biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.
b.; Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU

PPh.

()

luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu.

o

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan.

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

D

Kerugian selisih kurs mata uang asing.

—h

(319 ueny Ximy exieuilogu] uep siusig INIAsUI) DY 191 1w eadid

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

Bea siswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian bea siswa kepada
bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan
kewajarannya.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.

19 INISU|

2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada

Direktur Jendral Pajak.

Pembentukan dana cadangan

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

[S—

uepj YIM) e)irewiojuj uep sjus

dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti:
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=y
~

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan.

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah

Q

tertentu.
3) penggantian atau imbalan dalam bentuk naturan dan kenikmatan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan.

=~

ImIsul) o) 191 11w exdid sey

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan

penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.

Zakat atas penghasilanm sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.

%ep siusig

Biaya berlangganaan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang
dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau
pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah
biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak

yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/Pj./2002).

"(219 ueny XMyl exnew.oyul

>

Biaya pemeliharan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis, termasuk juga
pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya
pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan
Dirjen Pajak No. Kep-220/Pj./2002).

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah (PP N0.93 Tahun 2010).
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p. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

(@) (PP N0.93 Tahun 2010).

T
q ?'r Biaya pembangunan infrastruktur sosial (PP N0.93 Tahun 2010).

din

w

nIs®Y) DX 191 1w e

P&r

d.~

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

b.

C.

(319 uery yimy| exizeuiioju] uep siusig
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Sumbangan fasilitas pendidikan (PP N0.93 Tahun 2010).

Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga (PP N0.93 Tahun 2010).

geluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah:

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk

. dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan

pembagian sisa hasi usaha koperasi.

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau

* orang yang menjadi tanggungannya.

. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali

-
N—r

2)

3)

4)
5)

6)

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurakan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan
konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi.

cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.

cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha keutanan.
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7) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah

©)

industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-
syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk naturan dan kenikmatan, kecuali yang telah disebutkan di pembahasan

deductible expense.

D

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan.

—h
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Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Pajak Penghasilan.

= (o]

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang pajak.

11. Penghasilan dan Beban Menurut Akuntansi

Fﬁngertlan Penghasilan:

aﬁ_ Accounting Principles Board (Hendriksen 2000:377) mendefinisikan penghasilan

adalah kenaikan bruto dalam aktiva atau penurunan bruto dalam kewajiban yang
diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum vyang
dihasilkan dari jenis-jenis kegiatan yang mencari laba itu dari suatu perusahaan yang

dapat mengubah ekuitas pemilik.

28

uepj YIM) e)irewrioju] uep siu



"OyYIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAsey ynan)as neje ueibegas yeAuequiadwaw uep ueywnwnbusw bueseyq 'z

SSINISNY 40 TOOHDS
HID NV M

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e

&

b. Financial Accounting Standard Board (Hendriksen 2000:377) mendefinisikan
@penghasilan adalah arus kas atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha

T
% atau penyelesaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang

Q,
E’ merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan.
% c::E Hendriksen (Hendriksen 2000:378) mendefinisikan penghasilan sebagai produk dari
é % perusahaan lebih unggul dari konsep arus keluar, dan konsep arus keluar lebih
g g unggul dari konsep arus masuk.
ié P%gertian Beban:
c%; a.g: Financial Accounting Standard Board (Hendriksen 2000:391) mendefinisikan beban
§ gsebagai arus kas keluar atau penggunaan lain aktiva atau terjadinya kewajiban (atau
gkeduanya) dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan
%kegiatan lain yang merupakan operasi terbesar atau utama yang berkelanjutan dari
A
s

. perusahaan tersebut.

A

bg'Hendriksen (Hendriksen 2000:392) mendefiniskan beban sebagai semua biaya yang

D

& jatuh tempo yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

12. Fanghasilan dan Beban Menurut Pajak
Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan

efinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|
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eroleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang

e

at dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang

gju

L sangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan

nganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa

29
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pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
(@roleh Wajib Pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi

T
atdu menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

(2]
D%Iam Undang-undang Pajak Penghasilan terdapat 2 macam biaya yaitu:
3
a.= Biaya-biaya yang boleh diakui sebagai biaya atau dapat mengurangi penghasilan
=]
Z bruto
(9]
b.> Biaya-biaya yang tidak boleh diakui sebagai biaya atau tidak dapat mengurangi
§ penghasilan bruto.
o)
I\étode penyusutan yang diperbolehkan secara fiskal:
Q.
)

a2 Garis lurus

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan,
atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna
bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat

(319 uery Yimy exew.oyu

lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa
manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Saldo menurun

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud di atas, selain bangunan, dapat juga
dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung
dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa
manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat

asas.
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Tabel 2.1

©)

Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan

T

Q

2

o,

g Kelompok Harta Masa Tarif Penyusutan
- 3 Berwujud Manfaat garis saldo
vy = lurus menurun
~ ~
2w I. Bukan Bangunan
g = Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
= 2 Kelompok 2 gtahun | 12,5% 25%
S g Kelompok 3 16tahun | 6,25% | 12,5%
§ § Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
S 7 I1. Bagunan
a 3
c a Permanen 20 tahun 5% -
;? 5 Tidak Permanen 10 tahun 10% -
«Q =

=h

I\/%tode amortisasi yang diperbolehkan secara fiskal:
Q

a)

a.xGaris lurus

bh.=Saldo Menurun

o e

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

2
Q
=
Q
& Tabel 2.2
Masa manfaat dan tarif amortisasi
. Kelompok Harta Tak Masa Tgnf Penyusutan
Berwujud Manfaat Garis saldo
lurus menurun
 Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
. Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
2
(=]
q
3
Q
=i
S
E 31
=
a
Q
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13. Koreksi Fiskal

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

@ Koresi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan

T
négatif ini tidak merujuk pada tanda (+) ataupun (-), tapi pada penghasilan kena pajak.
(2]

w gd!

S

(319 uery YIMmy e3jewIoju| uep siusig Insul) oX) 191 R
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inya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat,

angkan koreksi negatif menghasilkan penghasilan kena pajak menurun.

Tabel 2.3

Rincian koreksi fiskal

Jenis Koreksi Fiskal Lap.Komersil vs Lap. Fiskal

Koreksi positif Penghasilan | < | Penghasilan
Biaya | > | Biaya

Koreksi negative Penghasilan | > | Penghasilan
Biaya | < | Biaya

Koreksi fiskal untuk penghasilan

-
N—r

Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan harus di koreksi negatif.
Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal

4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan harus dikoreksi negatif.

Koreksi fiskal untuk biaya

Secara umum setiap pengeluaran Wajib Pajak badan dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto (deductible expense) sepanjang:

1)

2)

3)

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan.

didukung dengan bukti yang valid dan reliable.

jumlahnya wajar (jika ada transaksi hubungan istimewa).
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C.
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Kerangka Pemikiran

@ Perusahaan harus membuat laporan keuangan setiap akhir tahun yang disebut
segagai Laporan Keuangan Komersial yang perhitungannya akan menghasilkan laba
kgnersial. Namun untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang yang digunakan adalah

3
L&poran Keuangan Fiskal yang dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

@ua laporan keuangan tersebut memiliki konsep perhitungan yang berbeda sehingga

Jsgl) )

nyebabkan adanya perbedaan dari laba komersial dan laba fiskal. Hal ini disebabkan

karena adanya komponen-komponen biaya dan penghasilan yang tidak dapat diakui

1

sig

ménurut fiskal. Oleh karena itu perusahaan harus membuat koreksi fiskal atas biaya dan

eps

penghasilan yang tidak dapat diakui menurut peraturan pajak yang berlaku. Koreksi fiskal

JU

liputi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Setelah melakukan koreksi fiskal

Jeuso

5

barulah perusahaan dapat menghitung laba menurut fiskal, dimana laba fiskal inilah
g merupakan dasar perhitungan bagi Pajak Penghasilan Badan terutang. Kemudian

ulis akan menganalisis laporan keuangan perusahaan baik laporan keuangan

S <
W1y Yy e

D

k&mersial maupun laporan keuangan fiskal untuk mengetahui apakah laporan keuangan

fiskal dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibuat oleh perusahaan

sadah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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:._.m@cgw gdebagjan atau seliruh Karya tulis inii tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.



